BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

1. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah
dibidang pendidikan terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh positif tetapi tidak siginifikan secara parsial antara
kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan terhadap alokasi belanja
modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X1 yang memperoleh hasil thitung
sebesar 1,757 dan twpe Sebesar 1,666 , artinya thitung > taper dan nilai
signifikannya lebih besar dari o = 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka
hipotesis diterima.

2. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah
dibidang kesehatan terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa
tidak terdapat pengaruh yang siginifikan secara parsial antara kesenjangan
fasilitas daerah dibidang kesehatan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini
dibuktikan dengan variabel X2 yang memperoleh hasil thiung Sebesar 0,591
dan twapel SEbesar 1,666 artinya thiung < trper dan nilai signifikannya lebih
besar dari o = 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ditolak.

3. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah
dibidang infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang siginifikan secara parsial
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antara kesenjangan fasilitas daerah dibidang infrastruktur transportasi
terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X3
yang memperoleh hasil thiung Sebesar 1,121 dan tiwne Sebesar 1,666 artinya
thitung < twaber dan nilai signifikannya lebih besar dari o = 0,05. Berdasarkan
hasil tersebut maka hipotesis ditolak.

4. Hasil uji hipotesis terkait hipotesis pengaruh kesenjangan fasilitas daerah
dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi terhadap
alokasi belanja modal menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi
tidak siginifikan secara simultan antara kesenjangan fasilitas daerah
dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi terhadap
alokasi belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan variabel X1, X2 dan X3
yang secara simultan memperoleh hasil fhitung Sebesar 2,863 dan ftanel Sebesar
2,708, artinya fhitung < franer dan nilai signifikannya lebih besar dari a = 0,05.

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan serta beberapa
kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan
melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:
1. Bagi pemerintah daerah diharapkan mampu melihat dengan jeli kebutuhan-
kebutuhan akan pembangunan daerah sehingga semua daerah dapat
merasakan pembangunan yang adil dan merata dan tidak terjadi masalah

kesenjangan antar daerah.
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-
variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih
bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan dapat memperpanjang
periode pengamatan dan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian
tentang pengaruh kesenjangan fasilitas daerah terhadap alokasi belanja

modal.
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